SALINAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 182 TAHUN 2014
TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a.

1.

bahwa dalam rangka pembinaan dan pengisian jabatan fungsional di
lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan
sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010,
perlu menata kembali Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kelautan
dan Pertanian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsionalpada
Dinas Kelautan dan Pertanian;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003:

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil sebagaimana telah diubah dengan Perat P i
83 Tahun 2000; g uran Pemerintah Nomor
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Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
37/KEP/M.PAN/5/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih lkan
dan Angka Kreditnya; '

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh
Kehutanan dan Angka Kreditnya;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri
Sipil;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/75/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai
Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/17/M.PAN/4/2006 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil
Pertanian dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

" PER/10/M.PAN/05/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme

Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/19/MENPAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
dan Angka Kreditnya;

Peraturan Ménteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaah Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional
Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya;

‘Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
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Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional
Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional
Medik Veteriner dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional
Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya; -

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil
Pertanian dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis
Pasar Hasil Perikanan dan Angka Kreditnya;

Peraturan Daeran Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan Penerapan Jabatan
Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

Keputusan Gubernur Nomor 851 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Tim Penilai Daerah Jabatan Fungsional Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

Keputusan Gubernur Nomor § Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis
Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;

Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan
Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional;

Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian;

Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian. Pegawai
Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1
2.

10.

11.

12,

13.

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dinas Kelautan dan Pertanian adalah Dinas Kelautan dan Pertanian
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disi.ngkat Biro Ortala
adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Jabatan . Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu. :

Jabatan Fungsional Pengawas Benih |kan adalah jabatan yang mempunyai
ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan
benih ikkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki
oleh Pegawai Negeri Sipil.

Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah jabatan yang

- mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak

secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
pengawasan mutu hasil pertanian sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian adalah jabatan yang mempunyai
ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan
pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki
oleh Pegawai Negeri Sipil.

Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah
jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan
kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai
ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan
perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki
oleh Pegawai Negeri Sipil.

Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
pengawasan benih tanaman sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
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Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit lkan adalah jabatan
yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
Pengendalian Hama dan Penyakit lkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai
ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan
perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki
oleh Pegawai Negeri Sipil.

Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
pengawasan bibit ternak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan adalah jabatan yang mempunyai
ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perlindungan dan
pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai
Negeri Sipil.

Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan adalah jabatan yang .mempunyai
ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan

 kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki

oleh Pegawai Negeri Sipil.

Jabatan' Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
pengendalian ekosistem hutan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Jabatan Fungsional Medik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang
lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama
dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan dan pengembangan
kesehatan hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner adalah jabatan yang rnempunyai
ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian
hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
pengawasan mutu pakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan

analis pasar hasil pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. : 0 ¥
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- ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional.

Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
“seécara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
analis pasar hasil perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai

untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang
ditetapkan oleh Gubernur.

Tim Penilai Angka Kredit adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh
pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja masing-masing
Pejabat Fungsional Terteritu di lingkungan Dinas Kelautan dan Pertanian.
Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah Tim yang diangkat oleh Kepala
Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja
masing-masing Pejabat Fungsional berdasarkan angka kredit yang
ditetapkan untuk masing-masing jabatan fungsional.

Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak

BAB |
JENIS DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

Jenis jabatan fungsional pada Dinas Kelautan dan Pertanian, yaitu :

a.

ﬂabatan Fungsional Pengawas Benih lkan, termasuk dalam rumpun ilmu
ayat;

Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, termasuk dalam
rumpun ilmu hayat;

ﬁabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, termasuk dalam rumpun ilmu
ayat;

Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan,
termasuk dalam rumpun ilmu hayat;

-Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan, termasuk dalam rumpun ilmu

hayat;

Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman, termasuk dalam rumpun
ilmu hayat;

Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit lkan, termasuk dalam
rumpun ilmu hayat;

. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, termasuk dalam rumpun ilmu

hayat;

ﬁabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, termasuk dalam rumpun ilmu
ayat;

Eljalt)aé?;\ Fungsional Polisi Kehutanan, termasuk dalam rumpun penyidik dan
etektif;

.rJ.gsatan Fungsional Penyuluhan Kehutanan, termasuk dalam rumpun ilmu
at; -



Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, termasuk dalam rumpun
ilmu hayat;

. Jabatan Fungsional Medik Veteriner, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;

Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner, termasuk dalam rumpun ilmu
hayat;

Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan, termasuk dalam rumpun ilmu
hayat;

Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian, termasuk dalam rumpun
ilmu hayat; dan

Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan, termasuk dalam rumpun
ilmu hayat;

Pasal 3

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan
sebagai berikut :

a.

Jabatan Fungsional Pengawas Benih lkan sebagai pelaksana teknis
fungsional Dinas Kelautan dan Pertanian di bidang pengawasan benih ikan;

. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagai pelaksana

teknis fungsional Dinas Kelautan dan Pertanian di bidang pengawasan mutu
hasil pertanian; -

Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sebagai pelaksana teknis fungsional
Dinas Kelautan dan Pertanian di bidang penyuluhan pertanian;

. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagai

pelaksana teknis fungsional Dinas Kelautan dan Pertanian di bidang
pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;

Jabatan Fungsiona! Penyuluh Perikanan sebagai pelaksana teknis fungsional
Dinas Kelautan dan Pertanian di bidang penyuluhan perikanan;

Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman sebagai pelaksana teknis
fungsional Dinas Kelautan dan Pertanian di bidang pengawasan benih
tanaman;

. Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit lkan sebagai pelaksana

teknis. fungsional Dinas Kelautan dan Pertanian di bidang pengendalian
hama dan penyakit ikan;

Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sebagai pelaksana teknis
fungsional Dinas Kelautan dan Pertanian di bidang pengawasan perikanan;

Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak sebagai pelaksana teknis
fungsional Dinas Kelautan dan Pertanian di bidang pengawasan bibit ternak;

Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebagai pelaksana teknis fungsional
Dinas Kelautan dan Pertanian di bidang perlindungan dan pengamanan
hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan;

Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan sebagai pelaksana teknis
fungsional Dinas Kelautan dan Pertanian di bidang penyuluhan kehutanan:

Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagai pelaksana teknis

Lur;gsional Dinas Kelautan dan Pertanian di bidang pengendalian ekosistem
utan;



m. Jabatan Fungsional Medik Veteriner sebagai pelaksana teknis fungsional
Dinas Kelautan dan Pertanian di bidang pengendalian hama dan penyakit
hewan, pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan;

n. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner sebagai pelaksana teknis
fungsional Dinas Kelautan dan Pertanian di bidang pengendalian hama dan
penyakit hewan dan pengamanan produk hewan;

o. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan sebagai pelaksana teknis
fungsional Dinas Kelautan dan Pertanian di bidang pengawasan mutu pakan;

p. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian sebagai pelaksana teknis
Dinas Kelautan dan Pertanian di bidang analis pasar hasil pertanian pada
unit organisasi lingkup pertanian; dan

g. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan sebagai pelaksana teknis
Dinas Kelautan dan Pertanian di bidang analis pasar hasil perikanan pada
unit organisasi lingkup pertanian.

BAB 1l
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT/GQLONGAN
Pasal 4

(1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Benih lkan dari yang terendah
sampai dengan yang tertinggi, yaitu : -

a. Pengawas Benih lkan Tingkat Terampil; dan
b. Pengawas Benih lkan Tingkat Ahli.

(2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional
Pengawas Benih lkan Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dari vang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :

a. Pengawas Benih lkan Pelaksana, terdiri atas :
1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang ll/b;

- 2. Pengatur, golongan ruang ll/c; dan
3. Pengatur Tingkat |, golongan ruang Il/d.

b. Pengawas Benih lkan Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
2. Penata Muda Tingkat |, golongan ruang lil/b.

c¢. Pengawas Benih lkan Penyelia, terdiri atas :

- 1. Penata, golongan ruang lll/c; dan
2. Penata Tingkat |, golongan ruang lli/d.

(3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional
Pengawas Benih lkan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :

a. Pengawas Benih Ikan Pertama, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang Iil/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Ili/b.



(1)

- b. Pengawas Benih Ilkan Muda, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang llli/c; dan
2. Penata Tingkat |, golongan ruang lll/d.

c. Pengawas Benih lkan Madya, terdiri atas :
1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat |, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
. d. Pengawas Benih lkan Utama, terdiri atas :

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Pasal 5

Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dari yang
terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :

a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Terampil; dan

- b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Ahli.

(2)

(3)

Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi,
terdiri dari :

a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula, yaitu Pengatur
Muda, golongan ruang ll/a.

b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana, terdiri atas :
1. Pengatur Muda Tingkat |, golongan ruang ll/b;
2. Pengatur, golongan ruang ll/c; dan
3. Pengatur Tingkat |, golongan ruang ll/d.
c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang lli/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang lil/b.

d. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang lll/c; dan
2. Penata Tingkat |, golongan ruang lll/d.

Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri
dari :

a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
2. Penata Muda Tingkat |, golongan ruang lll/b.

b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang lll/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang lil/d.



c.

10

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya, terdiri atas :
1. Pembina, golongan ruang IV/a;

2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan

3. Pembina Utama Muda, golongan ruang Wie.

Pasal 6

(1) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dari yang terendah sampai
dengan yang tertinggi, yaitu :

a.
. b

Penyuluh Pertanian Tingkat Terampil; dan
Penyuluh Pertanian Tingkat Ahli.

(2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional
Penyuluh Pertanian Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :

a.

Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula, yaitu Pengatur Muda, golongan
ruang ll/a.

Penyuluh Pertanian Pelaksana, terdiri atas :

1. Pengatur Muda Tingkat |, golongan ruang lI/b;
2. Pengatur, golongan ruang ll/c; dan

3. Pengatur Tingkat |, golongan ruang ll/d.

Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
2. Penata Muda Tingkat |, golongan ruang lll/b.

Penyuluh Pertarian Penyelia, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang lll/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang lll/d.

(3)‘ Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional
Penyuluh Pertanian Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :

d.

Penyuluh Pertanian Pertama, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang IllI/b.

Penyuluh Pertanian Muda, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang lll/c; dan
2. Penata Tingkat |, golongan ruang lli/d.

Penyuluh Pertanian Madya, terdiri atas :

1. Pembina, golongan ruang IV/a;

2. Pembina Tingkat |, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Penyuluh Pertanian Utama terdiri atas :

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
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(2)

(3)
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Pasal 7

Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :

a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tingkat Terampil; dan
b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tingkat Ahli.

Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tingkat Terampil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai
dengan yang tertinggi, terdiri dari :

a. Pengendali Organis;ne Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula,
yaitu Pengatur Muda, golongan ruang Il/a.

b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana, terdiri atas :
1. Pengatur Muda Tingkat |, golongan ruang ll/b;
2. Pengatur, golongan ruang ll/c; dan
3. Pengatur Tingkat |, golongan ruang Il/d.

c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Lanjutan,
terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
2. Penala Muda Tingkat |, golongan ruang lll/b.

d. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang lll/c; dan
2. Penata Tingkat |, golongan ruang lli/d.

Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tingkat Ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang
tertinggi, terdiri dari : ,

a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama, terdiri atas :

"1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
2. Penata Muda Tingkat |, golongan ruang lil/b.

b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang lll/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang llI/d.

c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya, terdiri atas :
1. Pembina, golongan ruang 1V/a;
2. Pembina Tingkat |, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Pasal 8

Jenjan_g Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dari yang terendah
sampai dengan yang tertinggi, yaitu :

a. Penyuluh Perikanan Tingkat Terémpil; dan
b. Penyuluh Perikanan Tingkat Ahli.
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(3)

(1)

(2)
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Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional

Penyuluh Perikanan Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :

a. Penyuluh Perikanan Peiaksana Pemula, yaitu Pengatur Muda, golongan
ruang ll/a.

b. Penyuluh Perikanan Pelaksana, terdiri atas :
1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang Il/b
2. Pengatur, golongan ruang ll/c; dan
3. Pengatur Tingkat |, golongan ruang ll/d.
c. Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
2. Penata Muda Tingkat |, golongan ruang lll/b.

d. Penyuluh Perikanan Penyelia, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang lll/c; dan
2. Penata Tingkat |, golongan ruang Illi/d.

‘Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional

Penyuluh Perikanan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :

a. Penyuluh Perikanan Pertama, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
2. Penata Muda Tingkat |, golongan ruang lli/b.

b. Penyuluh Perikanan Muda, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang lil/c; dan
2. Penata Tingkat |, golongan ruang lll/d.

c. Penyuluh Perikanan Madya, terdiri atas :

1. Pembina, golongan ruang 1V/a;
2. Pembina Tingkat |, golongan ruang |V/b; dan
3. Pembina Utama Muda golongan ruang V/e.

d. Penyuluh Perikanan Utama terdiri atas :

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Pasal 9

Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dari yang
terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :

A. Pengawas Benih Tanaman Tingkat Terampil; dan
b. Pengawas Benih Tanaman Tingkat Ahli.

Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan
Fungsional Pengawas Benih Tanaman Tingkat Terampil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang
tertinggi, terdiri dari :

a. Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula, yaitu Pengatur Muda,
golongan ruang ll/a.
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b. Pengawas Benih Tanaman Pelaksana, terdiri atas :

1. Pengatur Muda Tingkat |, golongan ruang II/b;
2. Pengatur, golongan ruang ll/c; dan
3. Pengatur Tingkat |, golongan ruang li/d.

<. Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
2. Penata Muda Tingkat |, golongan ruang Ill/b.

d. Pengawas Benih Tanaman Penyelia, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang lll/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang lll/d.

(3) - Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional

(1)

(2)

Pengawas Benih Tanaman Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri
dari :

a. Pengawas Benih Tanaman Pertama, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang lll/b.

b. Pengawas Benih Tanaman Muda, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang lll/c; dan
2. Penata Tingkat |, golongan ruang Ili/d.

c. Pengawas Benih Tanaman Madya, terdiri atas :

1. Pembina, golongan ruang 1V/a;
2. Pembina Tingkat |, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Pasal 10

Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit |kan dari
yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :

a. Pengendali Hama dan Penyakit lkan Tingkat Terampil; dan
b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Tingkat Ahli.

Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional
Pengendali Hama dan Penyakit lkan Tingkat Terampil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang

tertinggi, terdiri dari :

a. Pengendali Hama dan Penyakit |lkan Pelaksana Pemula, yaitu
Pengatur Muda, golongan ruang ll/a.

b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana, terdiri atas :
1. Pengatur Muda Tingkat |, golongan ruang Il/b;
2. Pengatur, golongan ruang ll/c; dan
3. Pengatur Tingkat |, golongan ruang Il/d.
c. Pengendali Hama dan Penyakit lkan Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang lIl/b.
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d. Pengendali Hama dan Penyakit lkan Penyelia, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang lll/c; dan _
2. Penata Tingkat |, golongan ruang lll/d.

(3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional

(1)

(2)

Pengendali Hama dan Penyakit lkan Tingkat Ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang

- tertinggi, terdiri dari :

a. Pengendali Hama dan Penyakit lkan Pertama, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
2. Penata Muda Tingkat |, golongan ruang Ill/b.

b. Pengendali Hama dan Penyakit lkan Muda, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang lll/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang lll/d.

c. Pengendali Hama dan Penyakit lkan Madya, terdiri atas :
1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat |, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

d. Pengendali Hama dan Penyakit lkan Utama terdiri atas :

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang I\V/d; dan
2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Pasal 11

Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dari yang terendah
sampai dengan yang tertinggi, yaitu :

a. Pengawas Perikanan Tingkat Terampil; dan
b. Pengawas Perikanan Tingkat Ahli.

Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanan Tingkat Terampil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang
tertinggi, terdiri dari :
a. Pengawas Perikanan Pelaksana, terdiri atas :

1. Pengatur Muda Tingkat |, golongan ruang llI/b;

2. Pengatur, golongan ruang ll/c; dan

3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang Il/d.
b. Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
2. Penata Muda Tingkat |, golongan ruang lil/b.

¢. Pengawas Perikanan Penyelia, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang lll/c; dan
2. Penata Tingkat |, golongan ruang lli/d.
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Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

~ huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :

a. Pengawas Perikanan Pertama, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang'lll/a; dan
2. Penata Muda Tingkat |, golongan ruang llI/b.

b. Pengawas Perikanan Muda, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang lll/c; dan
2. Penata Tingkat |, golongan ruang lll/d.

c. Pengawas Perikanan Madya, terdiri atas :
1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
d. Pengawas Perikanan Utama terdiri atas :

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Pasal 12

Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dari yang terendah
sampai dengan yang tertinggi, yaitu :

a. Pengawas Bibit Ternak Tingkat Terampil; dan
b. Pengawas Bibit Ternak Tingkat Ahli.

Jenjang pangkat dan golongan masing-mésing jenjang Jabatan

. Fungsional Pengawas Pengawas Bibit Ternak Tingkat Terampil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah
sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :

a. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana, terdiri atas :
1. Pengatur Muda Tingkat |, golongan ruang il/b;
2. Pengatur, golongan ruang ll/c; dan
3. Pengatur Tingkat |, golongan ruang ll/d.
b. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang lli/b.

c. Pengawas Bibit Ternak Penyelia, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang lll/c; dan
2. Penata Tingkat |, golongan ruang llI/d.

Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional
Pengawas Bibit Ternak Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

~ huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :

a. Pengawas Bibit Ternak Pertama, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang lll/b.
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b. Pengawas Bibit Ternak Muda, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang lll/c; dan
2. Penata Tingkat |, golongan ruang lli/d.

c. Pengawas Bibit Ternak Madya, terdiri atas :

1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat |, golongan ruang 1V/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Pasal 13

Jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dari yang terendah
sampai dengan yang tertinggi, yaitu :

a. Polisi Kehutanan Tingkat Terampil; dan
b. Polisi Kehutanan Tingkat Ahli.

Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan
Fungsional Polisi Kehutanan Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi,
terdiri dari : :

a. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, yaitu Pengatur Muda, golongan
ruang ll/a. :

'b. Polisi Kehutanan Pelaksana, terdiri atas :

-1. Pengatur Muda Tingkat |, golongan ruang II/b;
2. Pengatur, golongan ruang li/c; dan
3. Pengatur Tingkat |, golongan ruang ll/d.
c. Polisi Kehutanan Pelaksana Lénjutan. terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang lli/a; dan |
2. Penata Muda Tingkat'l, golongan ruang lll/b.

d. Polisi Kehutanan Penyelia, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang lll/c; dan
2. Penata Tingkat |, golongan ruang lli/d.

Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional
Polisi. Kehutanan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :

a. Polisi Kehutanan Pertama, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
2. Penata Muda Tingkat |, golongan ruang lli/b.

b. | Polisi Kehutanan Muda, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang lll/c; dan
2. Penata Tingkat |, golongan ruang lll/d.

c. Polisi Kehutanan Madya, terdiri atas :

1. Pembina, golongan ruang IV/a;
= Pemb!na Tingkat |, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
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Pasal 14

Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dari yang terendah
sampai dengan yang tertinggi, yaitu :

a. Pengawas Benih Tanaman Tingkat Terampil; dan
b. Pengawas Benih Tanaman Tingkat Ahli. '

Jenjang pangkat dan gnlongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional
Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi,
terdiri dari :

a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana, terdiri atas :
Te Pengétur Muda Tingkat I, golongan ruang lI/b;
2. Pengatur, golongan ruang ll/c; dan
3. Pengatur Tingkat |, golongan ruang ll/d.
b. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
2. Penata Muda Tingkat |, golongan ruang llI/b.

c. Penyuluh Kehutanan Penyelia, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang lll/c; dan
2. Penata Tingkat |, golongan ruang lll/d.

Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional
Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :

a. Penyuluh Kehutanan Pertama, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
2. Penata Muda Tingkat |, golongan ruang lli/b.

b. Penyuluh Kehutanan Muda, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang lll/c; dan
2. Penata Tingkat |, golongan ruang lll/d.

c. Penyuluh Kehutanan Madya, terdiri atas :

1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat |, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Pasal 15

Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dari yang
terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :

a. Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Terémpil; dan
b. Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Ahli.

Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional
Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi,
terdiri dari :

a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, yaitu Pengatur
Muda, golongan ruang Il/a.
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b. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, terdiri atas :

1. Pengatur Muda Tingkat |, golongan ruang Il/b;
2. Pengatur, golongan ruang ll/c; dan
3. Pengatur Tingkat |, golongan ruang Il/d.

c. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjufan, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dah
2. Penata Muda Tingkat |, golongan ruang lli/b.

d. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang lll/c; dan
2. Penata Tingkat |, golongan ruang lll/d.

(3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan

(1)

(2)

Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan
yang tertinggi, terdiri dari :

a. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
2. Penata Muda Tingkat |, golongan ruang lll/b.

b. Pengendali Ekosistem Hutan Muda, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang lll/c; dan
2. Penata Tingkat |, golongan ruang lll/d.

c. Pengendali Ekosistem Hutan Madya, terdiri atas :

1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat |, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Pasal 16

Jenjang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dari yang terendah sampai
dengan yang tertinggi, yaitu :

Medik Veteriner Pertama;
Medik Veteriner Muda;
Medik Veteriner Madya; dan
Medik Veteriner Utama.

cooTow

Jenjang pangkat dan golongan masing-masing Jabatan Fungsional
Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang
terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :

a. Medik Veteriner Pertama, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
2. Penata Muda Tingkat [, golongan ruang lli/b.

b.. Medik Veteriner Muda, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang lll/c; dan
2. Penata Tingkat |, golongan ruang III/d
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c. Medik Veteriner Madya, terdiri atas :

1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat |, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

d. Medik Veteriner Utama terdiri atas :

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Pasal 17

Jenjang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dari yang terendah
sampai dengan yang tertinggi, yaitu :

Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula;
Paramedik Veteriner Pelaksana;

Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan; dan
Paramedik Veteriner Penyelia.

eoow

Jenjang pangkat dan golongan masing-masing Jabatan Fungsional
Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang
terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :

a. Paramedik Veteriner Pelakéana Pemula, yaitu Pengatur Muda,
golongan ruang ll/a.

b. Paramedik Veteriner Pelaksana, terdiri atas :

1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang lI/b;
2. Pengatur, golongan ruang ll/c; dan
3. Pengatur Tingkat |, golongan ruang ll/d.

c. Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
2. Penata Muda Tingkat |, golongan ruang IlI/b.

d. Paramedik Veteriner Penyelia, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang lll/c; dan
2. Penata Tingkat |, golongan ruang Ili/d.

Pasal 18

Jenjang Jabatan Ft;ngsional Pengawas Mutu Pakan dari yang terendah
sampai dengan yang tertinggi, yaitu :

a, Pengawas Mutu Pakan Tingkat Terampil; dan
b. Pengawas Mutu Pakan Tingkat Ahli.

Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional
Pengawas Mutu Pakan Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dari yang terendah .sampai dengan yang
tertinggi, terdiri dari :

a. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula. yaitu Pengatur Muda,
golongan ruang ll/a.
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b. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana, terdiri atas :
1. Pengatur Muda Tingkat |, golongan ruang lI/b;
2. Pengatur, golongan ruang ll/c; dan
3. Pengatur Tingkat |, golongan ruang ll/d.
c. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang llI/b.

d. Pengawas Mutu Pakan Penyelig, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang lll/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang lll/d.

(3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan

(1)

(2)

Fungsional Pengawas Mutu Pakan Tingkat Ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan
yang tertinggi, terdiri dari :

a. Pengawas Mutu Pakan Pertama, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
2. Penata Muda Tingkat !, golongan ruang lll/b.

b. Pengawas Mutu Pakan Muda, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang lll/c; dan
2. Penata Tingkat |, golongan ruang lll/d.

.c. Pengawas Mutu Pakan Madya, terdiri atas :

1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pempbina Tingkat |, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Pasal 19

Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dari yang
terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :

a. Analis Pasar Hasil Pertanian Tingkat Terampil; dan
b. Analis Pasar Hasil Pertanian Tingkat Ahli.

Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan
Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian Tingkat Terampil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah
sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :

a. Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana, terdiri atas :
1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang Il/b;
2. Pengatur, golongan ruang ll/c; dan
3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang Il/d.

b. Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang lli/a; dan
2. Penata Muda Tingkat |, golongan ruang Ill/b.
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c. Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang lli/c; dan
2. Penata Tingkat |, golongan ruang lll/d.

(3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan

(1)

2)

Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian Tingkat Ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan
yang tertinggi, terdiri dari :

a. Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
2. Penata Muda Tingkat |, golongan ruang lll/b.

b. Analis Pasar Hasil Pertanian Muda, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang lli/c; dan
2. Penata Tingkat |, golongan ruang lll/d.

c. Analis Pasar Hasil Pertanian Madya, terdiri atas :

1. Pembina, golongan ruang 1V/a;
2. Pembina Tingkat |, golongan ruang 1V/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Pasal 20

Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dari yang
terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :

a. Analis Pasar Hasil Perikanan Tingkat Terampil; dan
b. Analis Pasar Hasil Perikanan Tingkat Ahli.

Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan
Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Tingkat Terampil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah
sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :

a. Analis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Pemuia, yaitu Pengatur
Muda, golongan ruang ll/a.

b. Analis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana, terdiri atas :
1. Pengatur Muda Tingkat |, golongan ruang lI/b;
2. Pengatur, golongan ruang ll/c; dan
3. Pengatur Tingkat |, golongan ruang ll/d.

c. Analis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Ili/b.

d. Analis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang lll/c; dan
2. Penata Tingkat |, golongan ruang lll/d.
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(3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan
Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Tingkat Ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan
yang tertinggi, terdiri dari :

a. Analis Pasar Hasil Perikanan Pertama, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
2. Penata Muda Tingkat |, golongan ruang lll/b

b. Analis Pasar Hasil Perikanan Muda, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang lll/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang lli/d.

¢. Analis Pasar Hasil Perikanan Madya, tefdiri atas :

1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat |, golongan ruang 1V/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB IV
PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 21

(1) Penghitungan formasi masing-masing jabatan fungsional pada Dinas

Kelautan dan Pertanian dilakukan dengan cara ‘solume rnasing-masing
kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja
efektif satu tahun. '

(2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat-(1). merupakan waktu

penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi dua.

(3) Jam kerja efektif satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah

1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB V

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

(1) Kebutuhan masing-masing formasi jabatan fungsional pada Dinas Kelautan

(2)

dan Pertanian sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran |, Lampiran Il, Lampiran lll, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI,
Lampiran VI, Lampiran VIIl, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI,
Lampiran XII, Lampiran Xlll, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, dan
Lampiran XVil Peraturan Gubernur ini.

For.masi n_aasing—masing jabatan fungsional tertentu akan ditinjau ulang
setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan

. beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pengisian masing-masing formasi jabatan fungsional diusulkan oleh Kepala

Dinas Kelautan dan Pertanian kepada Gubernur melalui BKD.

Usulan pengisian masing-masing formasi jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi
dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 23

Pengangkatan masing-masing pejabat fungsional didasarkan kepada formasi
jabatan yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional harus memenuhi
persyaratan pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 24

Pembebasan sementara dari masing-masing jabatan fungsional ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. -

Masing-masing Pejabat fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya
apabila : :

a. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya;

b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan
pangkat;

d. - cuti di luar tanggungan Negara; dan

e. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 25

Pemberhentian dari masing-masing jabatan fungsional ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Masing-masing Pejabat fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila :

a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat;

b. _tidsz‘dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan pada masing-masing
jenis jabatan fungsional dalam waktu tertentu sesuai jenjang pangkatnya.
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BAB VIl

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

(1) Sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan
angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.

(2) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui
BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka
Kredit masing-masing jabatan fungsional.

(3) Perolehan angka kredit untuk usulan kenaikan pangkat/jabatan sebagaimana
dimaksud pada angka (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 27

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fuhgsional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 28

(1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan serta pengaturar formasi masing-
masing jabatan fungsional sebagai bagian dari kebutuhan formasi jabatan
fungsional dilaksanakan oleh BKD dan Biro Ortala.

(2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
BKD dan Biro Ortala dapat mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.

(3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan Biro Ortala.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29

Unt.uk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan pengembangan

karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dapat

dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2014

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.
BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 22077

Salinan-sesuai dengan aslinya
r(EPALA’ BIRC)r HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




Lampiran |

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 182 TAHUN 2014
Tanggal 14 November 2014

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BENIH IKAN

Total Waktu
No Jenjang Jabatan Penyelesaian Pekerjaan | Jumlah Formasi
1 (satu) Tahun

A | Pengawas Benih Ikan Tingkat Terampil
1 | Pengawas Benih lkan Pelaksana 2463.2 2
2 | Pengawas Benih Ikan Pelaksana Lanjutan 2500 2
3 | Pengawas Benih lkan Penyelia 2410.65 2
B | Pengawas Benih Ikan Tingkat Ahli
1 | Pengawas Benih lkan Pertama 9945.32 8
2 | Pengawas Benih Ikan Muda 4051.23 3
3 | Pengawas Benih lkan Madya 1754.2 1
4 | Pengawas Benih lkan Utama - -

Jumlah Total 231246 17

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA




Lampiran |l : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor

182 TAHUN 2014

Tanggal 14 November 2014

KEBUTUHAN FORMASI| JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

Total Waktu Penyelesaian

No. Jenjang Jabatan Pekerjaan 1 Tahun Jumlah Formasi
A. | Jenjang Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian
Tingkat Terampil Bidang Tumbuhan
| | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula 9824.32 8
Il_| Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana 9028.62 7
Il | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan 6243.25 5
IV | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia 6547.21 5
B. | Jenjang Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian
Tingkat Terampil Bidang Peternakan
| | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula 7465.21 6
Il | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana 5124.20 4
Ill_| Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan 4873.50 4
IV | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia 2873.30 2
C. | Jenjang Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian
Tingkat Ahli Bidang Tumbuhan
| | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama 7465.10 6
Il | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda 6452.90 5
Il | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya 2946.54 2
D. | Jenjang Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian
Tingkat Ahli Bidang Peternakan
|| Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama 5123.60 4
Il | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda 4015.25 3
Ili | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya 2845.20 2
Jumlah 80828.20 63

Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
BASUKI T. PURNAMA




Lampiran [l : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 182 TAHUN 2014
Tanggal 14 November 2014

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

; Total Waktu Penyelesaiah Jumlah
No. Jenj_ang wiRakan Pekerjaan 1 Tahun Formasi
A. | Jenjang Jabatan Penyuiuh Pertanian Tingkat Terampil
| | Penyuluh Pertanian Bidang Pertanian
Penyuluh Pertanian Pemula - -
Penyuluh Pertanian Pelaksana 4956.20 4
Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan 9948.25 8
Penyuluh Pertanian Pelaksana Penyelia 25904.12 21
Il | Penyuluh Pertanian Bidang Peternakan
Penyuluh Pertanian Pemula 7036.25 6
Penyuluh Pertanian Pelaksana 10945.25 9
Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan 5243.60 4
Penyuluh Pertanian Pelaksana Penyelia - -
B. | Jenjang Jabatan Penyuluh Pertanian Tingkat Ahli
| | Penyuluh Pertanian Bidang Pertanian
Penyuluh Pertanian Pertama 1842.50 1
Penyuluh Pertanian Muda 2865.20 2
Penyuluh Pertanian Madya 11463.50 9
Penyuluh Pertanian Utama 18945.62 15
Il | Penyuluh Pertanian Bidang Peternakan
Penyuluh Pertanian Pertama 4054.28 3
Penyuluh Pertanian Muda 12463.20 10
Penyuluh Pertanian Madya 14985.21 12
Penyuluh Pertanian Utama - -
Jumlah 130653.18 104

Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.
BASUKI T. PURNAMA




Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 182 TAHUN 2014
Tanggal 14 November 2014

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

! Total Waktu Penyelesaian Jumlah
No. Jenjang Jabatan Pekerjaan 1 Tahun Formasi
A. Jenjang Jabatan Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan Tingkat Terampil
| Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan 3896.2 3
Pelaksana Pemula
Il Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan 4763.25 4
Pelaksana
] Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan 9063.23 7
Pelaksana Lanjutan
IV | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan 15254.2 12
Penyelia
B. | Jenjang Jabatan Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan Tingkat Ahli
| Pengendaii Organisme Pengganggu Tumbuhan 7513.63 6
Pertama
Il Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan 5984.32 5
Muda
i Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan 2036.54 2
Madya
Jumlah 48511.37 39

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.
BASUKI T. PURNAMA




LampiranV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 182 TAHUN 2014
Tanggal 14 November 2014

KEBUTUHAN FORMAS! JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN

eyt | o
A. | Jenjang Jabatan Penyuluh Perikanan Tingkat Terampil

| | Penyuluh Perikanan Pelaksana 2985.3 2
Il | Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan 7563.42 6
Il | Penyuluh Perikanan Penyelia 7470 6
B. | Jenjang Jabatan Penyuluh Perikanan Tingkat Ahli

| | Penyuluh Perikanan Pertama 7092 6
Il | Penyuluh Perikanan Muda 6035.56 5
Il | Penyuluh Perikanan Madya 1564.23 1
IV _| Penyuluh Perikanan Utama - -

Jumlah 32710.51 26

Plt. GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.
BASUKI T. PURNAMA




Lampiran V| :  Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 182 TAHUN 2014
Tanggal 14 November 2014

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BENIH IKAN

Total Waktu
No Jenjang Jabatan Penyelesaian Pekerjaan | Jumlah Formasi
1 (satu) Tahun

A | Pengawas Benih |kan Tingkat Terampil
1 | Pengawas Benih Ikan Pelaksana 2463.2 2
2 | Pengawas Benih |kan Pelaksana Lanjutan 2500 2
3 | Pengawas Benih lkan Penyelia 2410.65 2
B | Pengawas Benih Ikan Tingkat Ahli
1 | Pengawas Benih lkan Pertama 9945.32 8
2 | Pengawas Benih Ikan Muda 4051.23 3
3 | Pengawas Benih lkan Madya 1754.2 1
4 | Pengawas Benih lkan Utama - -

Jumlah Total 23124.6 17

Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

td.

BASUKI T. PURNAMA




Lampiran VII:  Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

182 TAHUN 2014
14 November 2014

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

q _ Tota'l Waktu _ Judah

0. Jenjang Jabatan Penyele?a_;_zr;' lI:’rtlakerjaan Formasi
A | Pengendali Hama Dan Penyakit ikan Tingkat_:r erampil

1 | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula - .

2 | Pengendali Hama dan Penyakit [kan Pelaksana - =

3 | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Lanjutan 10854.23 9

4 | Pengendali Hama dan Penyakit lkan Penyelia 13549.5 1

B | Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Tingkat Ahli

1 | Pengendali Hama dan Penyakit lkan Pertama 6014.5 5

2 | Pengendali Hama dan Penyakit [kan Muda 7653.2 5

3 | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya 900.2 1

4 | Pengendali Hama dan Penyakit [kan Utama 2 2

Jumiah 38971.63 31

Plt. GUBERNUR PROVINSI| DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,
ttd.

BASUKI T. PURNAMA




Lampiran VIII

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 182 TAHUN 2014
Tanggal 14 November 2014

Total Waktu Jurlii
No. Jenjang Jabatan Penyelesaian Pekerjaan F -
ormasi
1 Tahun
A. | Jenjang Jabatan Pengawas Perikanan Tingkat Terampil
| | Pengawas Perikanan Bidang Budidaya
Pengawas Perikanan Pelaksana 1052.30 1
Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan 1654.20 1
Pengawas Perikanan Pelaksana Penyelia - -
Il | Pengawas Perikanan Bidang Penangkap
Pengawas Perikanan Pelaksana - -
Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan 8651.23 P
Pengawas Perikanan Pelaksana Penyelia 13945.20 11
Il_| Pengawas Perikanan Bidang Mutu
Pengawas Perikanan Pelaksana 8943.20 i
Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan 4213.20 3
Pengawas Perikanan Pelaksana Penyelia 2465.20 2
B. | Jenjang Jabatan Pengawas Perikanan Tingkat Ahli
| | Pengawas Perikanan Bidang Budidaya
Pengawas Perikanan Pertama 17546.20 14
Pengawas Perikanan Muda 2946.20 2
Pengawas Perikanan Madya 1423.20 1
Il | Pengawas Perikanan Bidang Penangkap
Pengawas Perikanan Pertama 9468.30 8
Pengawas Perikanan Muda 4257.20 3
Pengawas Perikanan Madya 2843.60 2
lll | Pengawas Perikanan Bidang Mutu
Pengawas Perikanan Pertama 15984.36 18
Pengawas Perikanan Muda 6542.30 5
Pengawas Perikanan Madya 1764.20 1
Jumiah 103700.09 81

Pit. GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

ttd.
BASUKI T. PURNAMA




Lampiran IX : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 182 TAHUN 2014
Tanggal 14 November 2014

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK

. Totali Wakiu _ Friewiiak
No. Jenjang Jabatan Penyelesaian Pekerjaan Formiasi
1 Tahun
A. | Jenjang Jabatan Pengawas Bibit Ternak Tingkat Terampil
| | Pengawas Bibit Ternak Pelaksana 1534.21 1
Il | Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan 2841.6 2
IIl | Pengawas Bibit Ternak Penyelia 2462.21 2
B. | Jenjang Jabatan Penyuluh Pertanian Tingkat Ahli
| | Pengawas Bibit Ternak Pertama 6315.28 5
Il | Pengawas Bibit Ternak Muda 6024.35 5
lll | Pengawas Bibit Ternak Madya 3048.78 2
Jumlah 22226.43 17

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA




Lampiran X : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 182 TAHUN 2014
Tanggal 14 November 2014

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

_ Total Waktu Jamiah
No. Jenjang Jabatan Penyelesaian Pekerjaan Pritasi
1 Tahun
A. | Jenjang Jabatan Polisi Kehutanan Tingkat Terampil
| | Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula 6458.5 5
Il _| Polisi Kehutanan Pelaksana 635665 5
Il | Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan 6530.2 5
IV _| Polisi Kehutanan Penyelia 6135.23 5
B. | Jenjang Jabatan Polisi Kehutanan Tingkat Ahli
| | Polisi Kehutanan Pertama 6451.2 5
II__| Polisi Kehutanan Muda 4569.52 4
Ill | Polisi Kehutanan Madya 1563.2 1
Jumlah 38064.5 30

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.
BASUKI T. PURNAMA




Lampiran X| :  Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 182 TAHUN 2014
Tanggal 14 November 2014

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

' Tota_! Waktu _ Tl
No. Jenjang Jabatan Penyelesaian Pekerjaan i
1 Tahun
A. | Jenjang Jabatan Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil
| | Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula - -
Il | Penyuluh Kehutanan Pelaksana - -
[ll | Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan 2653.2 2
IV | Penyuluh Kehutanan Penyelia 2063.32 2
B. | Jenjang Jabhatan Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli
| | Penyuluh Kehutanan Pertama 5098.85 4
Il | Penyuluh Kehutanan Muda 2846.05 2
Ill | Penyuluh Kehutanan Madya 1265.58 1
IV | Penyuluh Kehutanan Utama - -
Jumlah 13927 11

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.
BASUKI T. PURNAMA




Lampiran XII:  Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 182 TAHUN 2014
Tanggal 14 November 2014

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

_ Tota'l Waktu . Tk
No. Jenjang Jabatan Penyelesaian Pekerjaan Paitiss]
1 Tahun
A. | Jenjang Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Terampil
| | Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula - -
Il | Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana 5954.23 5
IIl | Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan 6102.32 5
IV | Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia 6754.6 o]
B. | Jenjang Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Ahli
| | Pengendali Ekosistem Hutan Pertama 5834.23 5
Il | Pengendali Ekosistem Hutan Muda 6132.03 5
lll | Pengendali Ekosistem Hutan Madya 1532.24 1
Jumlah 32310 26

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA




Lampiran XIll : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 182 TAHUN 2014
Tanggal 14 November 2014

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER

Total Waktu Penyelesaian

No. Jenjang Jabatan Pekerjaan 1 Tahun Jumlah Formasi
I. | Medik Veteriner Pertama 34976.52 28
Il. | Medik Veteriner Muda 18498.23 15
Ill. | Medik Veteriner Madya 9965.2 8
V. | Medik Veteriner Utama 4201.23 3
JUMLAH TOTAL 67641.18 54

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA




Lampiran XIV :

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 182 TAHUN 2014
Tanggal 14 November 2014

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER

No. Jenjang Jabatan TOt?;! ;&’:;;";E ?n¥::1eusnaian Jumlah Formasi
| | Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula 13856.21 11
Il | Paramedik Veteriner Pelaksana 42516.2 34
Il | Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan 48012.3 38
IV | Paramedik Veteriner Penyelia 35901.54 29
JUMLAH TOTAL 140286.25 M2

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA




Lampiran XV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 182 TAHUN 2014
Tanggal 14 November 2014

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN

No. Jenjang Jabatan Tot?:l Waktu Penyelesaian Jumlah
ekerjaan 1 Tahun Formasi
A. | Jenjang Jabatan Pengawas Mutu Pakan Tingkat Terampil
| | Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula 2864.32 2
Il | Pengawas Mutu Pakan Pelaksana 2015.95 2
Ill | Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Lanjutan 4512.6 4
IV | Pengawas Mutu Pakan Penyelia 3640.25 2
B. | Jenjang Jabatan Pengawas Mutu Pakan Tingkat Ahli
| | Pengawas Mutu Pakan Pertama 5189.25 4
Il | Pengawas Mutu Pakan Muda 4054.21 3
Il | Pengawas Mutu Pakan Madya 2864.32 2
Jumlah 2£540.9 20

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA




Lampiran XVI :  Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 182 TAHUN 2014
Tanggal 14 November 2014

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALISIS PASAR HASIL PERTANIAN

Total Waktu Ttlak
No. Jenjang Jabatan Penyelesaian Pekerjaan Esttvasi
1 Tahun
A. | Jenjang Jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian Tingkat Terampil
| | Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana 3561.2 3
Il | Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan 4012.53 3
Il | Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia 6254.12 5
B. | Jenjang Jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian Tingkat Ahli
| | Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama 8942.1 )
Il | Analis Pasar Hasil Pertanian Muda 6148.2 5
Il | Anals Pasar Hasil Pertanian Madya 2564.3 2
Jumlah 31482.45 25

Plt. GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.
BASUKI T. PURNAMA




Lampiran XVII : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 182 TAHUN 2014
Tanggal 14 November 2014

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

No. Jenjang Jabatan

Total Waktu Penyelesaian
Pekerjaan 1 Tahun

Jumlah Formasi

A. | Jenjang Jabatan Analis Pasar Tingkat Terampil

| | Analis Pasar Pelaksana 4125.25 3
Il | Analis Pasar Pelaksana Lanjutan 3876.2 3
lll | Analis Pasar Penyelia 5903.14 5
B. | Jenjang Jabatan Analis Pasar Tingkat Ahli
|| Analis Pasar Ahli Pertama 9052.4 7
Il__| Analis Pasar Ahli Muda 6432.25 5
Ill_| Analis Pasar Ahli Madya 2103.2 2
Jumlah 321562.44 25

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA




